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Hanya Dapat ADD, Pemkab Balangan Bantah Desa Wonorejo Fiktif

http://jejakrekam.com

Desa Wonorejo yang merupakan desa transmigrasi, Kecamatan Juai, Kabupaten

Balangan, Kalsel yang dikabarkan sebagai desa fiktif diketahui mendapatkan dana desa.i

APBDesii tersebut yang bersumber dari dana APBN sudah dianggarkan di Pemda Balangan.

Sebagaimana diterangkan oleh Camat Juai, H Munisih, Jumat (8/11/2019) saat ini pada

tahun 2019 ada pagu indikatif sebelum perubahan yang tercatat di Pemda Balangan untuk dana

desa ke Desa Wonorejo.

Jumlah anggaran tersebut mencapai Rp 709.103.000. Namun tidak dikucurkan. "Dana

desa untuk Desa Wonorejo memang ada. Namun tidak dikucurkan," ucapnya. Hanya saja hingga

saat ini di rekening Desa Wonorejo memiliki sisa dana dari anggaran tahun sebelumnya yang

tidak digunakan. Yakni sisa dari APBDes yang pernah disalurkan untuk Desa Wonorejo.

Meski disebut-sebut sebagai desa fiktif, Desa Wonorejo diyakini masih tercatat pada

kementrian. Terlebih ujar Munisih, ada beberapa warga Desa Wonorejo yang namanya tercatat

dalam data kemiskinan di Kementrian Sosial. Selain itu, masih ada beberapa KK yang bertahan

di desa tersebut.

Sebagaimana diketahui, Desa Wonorejo merupakan perpaduan tiga dusun desa

transmigrasi, yakni Desa 8, Desa 9 dan Desa 10. Namun seiring berjalannya waktu, dan sejak 15

tahun terakhir, warga desanya telah pindah, karena lahan mereka dibeli oleh perusahaan tambang
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yang kini beroperasional di kawasan tersebut. Hanya satu dusun yang bertahan, yakni Dusun 8.

Sementara dua dusun lainnya sudah tak lagi dimiliki oleh warga transmigrasi yang pernah

tinggal di sana. Bahkan lahan di Desa Wonorejo yang ditinggali penduduk saat ini pun tinggal

menunggu penggusuran.

Lebih lanjut perihal dana yang didapat oleh Desa Wonorejo yakni saat ini hanya Alokasi

Dana Desa (ADD) yang digunakan sebagai gaji Pjs Kepala Desa dan aparatur desa. Adapun

jumlah aparat desa di Desa Wonorejo yakni mencapai enam orang dan posisi kepala wilayah

dijabat oleh Pjs sejak habisnya masa jabatan kepala desa sebelumnya pada pertengahan 2019

lalu. Nilai ADD untuk Desa Wonorejo pada tahun 2019 yakni Rp 632.399.000. Desa juga

mendatkan BHPRD senilai Rp 4.822.000.

Dari informasi yang disampaikan oleh warga Desa Wonorejo, Siswadi, sekarang desa

pun sudah jarang didatangi Kepala desa, maupun aparat. Selain itu, aparat desa juga telah

meninggalkan Desa Wonorejo dan kantor desa yang ada nampak tidak digunakan.

Begitupun sejumlah barang inventaris desa yang juga turut dibawa.

Kecamatan Juai, tercatat memiliki 21 desa. Desa Wonorejo pun masih ada dalam data

tersebut. Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, Urai

Nur Iskandar menegaskan, tidak ada desa fiktif di Kabupaten Balangan. Terangnya

Desa Wonorejo masih tercatat sebagai satu desa di Kecamatan Juai. "Desa Wonorejo itu dalam

proses penggabungan desa dan masuk dalam agenda Prolegda penggabungan desa di DPRD

tahun 2020," ucap Urai. "Dan sejak 2017 dana Desa Wonorejo sudah tidak kami salurkan lagi,"

tambahnya.

Urai menerangkan, desa tidak mengambil dana yang disediakan. Sehingga ketika

anggaran tahun berikutnya masuk, maka dikurangi dengan kas daerah yang telah ada dari sumber

APBDes Wonorejo yang tidak dikucurkan. "Secara keseluruhan, dana desa di lingkup Pemkab

Balangan dipotong sesuai dana yang tidak disalurkan," jelasnya.

Adapun perihal ADD, Urai tidak menampik penyaluran tersebut. Ujarnya karena

pemerintah desa masih ada dan juga ada warga yang dilayani termasuk untuk operasional desa,

maka ADD pun tetap dikucurkan.

Terlebih dalam proses penggabungan desa jelas Urai, pemerintah desa harus tetap ada.

Sehingga tidak bisa dihapus hingga proses selesai. Terlebih direncanakan, Desa Wonorejo akan
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digabung dengan Desa Sumberrejeki yang merupakan satu bagian desa dari transmigrasi di

wilayah Kecamatan Juai.

Perihal penggunaan ADD itu pula, Urai mengatakan tinggal bagaimana desa dalam

menggunakannya. Idealnya, uang tersebut ucap Urai diarahkan untuk hal yang mendukung

proses penggabungan atau penghapusan desa.
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Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

 Pasal 2

Ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2)

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

 Pasal 3

Ayat (1)

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan

kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2)
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Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa

selaku PPKD.

Ayat (4)

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan

kepala Desa.

 Pasal 9

Ayat (2)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-lain

 Pasal 10

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas

jenis:

a. Dana Desa;

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;

c. Alokasi Dana Desa (ADD);

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
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i Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
ii Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).


